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WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR : 13 TAHUN 2001

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang ‘a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Nomor : 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga, maka dipandang
perlu mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Kantor
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota
Salatiga;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Walikota ;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa
Barat;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3339),

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaraz/
Negara Rl Nomor 3890),



S. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat ||
Salatiga dan Kabupaten Daerah fingkat 1l Semarang.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara R! Nomor 3500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Dzerah Otonom. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2C00 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 200C tentang
Pedoman Crganisasi Perangkat Daerah. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
iKota Calatiga. (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN
FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SALATIGA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;

b Walikota adalah Walikota Salatiga;

c. Pemennian Uaerah adalah VValikota Salatiga beserta perangkat Daerah

Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Sekrotariat Daerah adalah Sekretariat Darrah Kota Salatiga;

e Lembaga Teknis Daerah adalah keseluruhan Badan dan Kantor di
lingkungan Pemerintah Kota Salatiga ; ,

f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor

Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga ;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam

satuan organisasi vang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

keahiian dan atau ketrampilan serta bersifat mandiri. vt
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BAB i
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Kantor terdiri dari :
a. Kepala Kantor ;
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi terdiri dari :
1. Seksi Kesatuan Bangsa
2. Seksi Hubungan Antar Lembaga
3. Seksi Perlindungan Masyarakat
4. Seksi Penanggulangan Masalah Aktual
d. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi -sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;

(3) Kelompok Jabatain Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala
Kantor;

(4) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan ierlindungan Masyarakat
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala Kantor

Pasal 3

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Walikota
di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3
Keputusan ini, Kepala Kantor Kesatuar Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penyusunan kebijakan dalam fasilitasi hubungan antar
lembaga, kesatuan bangsa, pengkajian masalah strategi Daerah dan
pengangkatan SDM dan satuan perlindungan masyarakat ;

b. Pembuatan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan .~
masyarakat; )



-

L yWsulan peroncanaan o bidang Kesatuan Bangsa dan Peiiindungan
Masyarakat

d Pengawasan, memonitoring dan evaliasi di bidang Kesatuan Bangsa dan
Ferlindungan Masyarakat ;

e. Pemberian rekomendasi, pendaftaran di bidang Kesatuan Bangsa darn
Perlindungan Masyarakat -

f. Penyeienggaraan Tata Usaha Kantor.

Pengkoordinasian  pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan

masalah-masalah aktual

h. Fengkoordinasian penyelenggaraan Pemilu :

I. Pengkoordinasian  stabilitas  Kesatuan Bangsa dan  Perlindungan
Masyarakar;

j. Penyelenggaraan Rapat Muspida dan Badan Pertimbangan Daerah.

«:

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis
administratif meliputi urusan- umum, kearsipan, perlengkapan, kepegawaian,

pengeioiaan  Keuangan, ketatalaksanaan, dan penyusunan program serta
mengkocrdinasikan dilingkungan Kantor.

Bagian Ketiga
Seksi
Pasal 6

Sekst Kesatuan Bangsa mempunvai tugas pokok menyiapkan bahan rencana
dan meiaksanakan tugas di bidang Wesatuan Banasa.

rasa

Seksl Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokck menyiapkan bahan
rencana dan melaksanakan tugas di bidang hubungan antar lembaga.

Pasal 8

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan
rencana dan melaksanakan tugas di bidang perlindungan masyarakat.

Pasal 8

Seksi Penanggulangar Masalah Aktual mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan rercana dan melaksanakan tugas di bidang peranggulangan masalah

aktual.



Bagian Keempat
Jabatan Fungsional

Fasal 10

(1) Kelompok Jabatan fungstonal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

yang menunjang pelaksanaan tugas Kantor sesuai dengan keahlian bidang
masing-masing;

(2) Keiompok jabatan fungsionai dapat dibagi dalam sub-sub keiompok vang
masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling
senior;

(3) Jumiah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban
kerja;

1) Permbinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai  ketentuan
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CATA KERJA
Pasal 11

Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Ragian Tatz
Jsanha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajit menerapkan
prinsip oordinasl, sinkrenisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan
horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain

sesual dengan lugas pokoknya.
Pasal 13

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat wajib mengkoordinir bawahannya
masing-masina  dan  memberikan oimbingan  serta  petunjuk pagi
pelakeanaan Wgas vawahannya:

(2) Setiav pinoinan satuan kerja organisasi wajib mengikuli dan mentaati

pelunjuk-pelunjuk dan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing

cdan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya:

/ ‘/‘
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‘ (3} Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
! apcran dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan
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(LOUSIONal inemipunyai nubungan kerja.;

(4)  Setiap laporan vang diterima oleh pimpinan  satuan organisasi dan
bawahan, wajib diolah dan dipergunzkan sebagai bahan penyusunan

laporan lebih lanjut untuk meraberikan petunjuk-petunjuk  kepada
e bawahannya.

Pasal 14

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepaia Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan
Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor-dan selanjutnya Sub

| Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kantor !fesatuan Bangsa dan
! Periindungan Masyarakat.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Fasal 15

| (1) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan
; Perlindungan Masyarakat disusun berdasarkan hasii anaiisis jabatan dan
i ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

(2) Formasi dan persyaratan jabaten pada Kantor Koperasi dan Usaha Kecil

J Menengah ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan
<etentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2AB VI
| : PENUTUP
| Pasal 16

Uenaan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yana tidak sesuai
dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lag

PR Do

ma-nal N yang belum atur galam Keputusan ini sepanjang mengenai
; pelaksanaannya akan diatur emudian oleh Walikota.



¢

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

nya, memerintahkan pengundangan

Agar seliap orang dapat mengetahui
tannya dalam Lembaran Daerah Kota

Keputusan Walikota ini dengan penempa

Salatiga
Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 17 Oktofer 0
/gZ
;2\ TOTOK MINTARTOé
niundangkan di Salatiga

pada tanggel 7 Olfoter 201

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, 9,
(oudisk {_” e ) i

SOEDARMADJI 6
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2001 NOMOR 24
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